BERITA NEGARA
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No0.1308, 2018 KEMEN -ATR/BPN. Penyusunan Rencana Detall
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PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG
DAN PERATURAN ZONASI KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang . a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3)
huruf ¢ dan Pasal 27 ayat (2) Undang oUndang Nomor 26
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 159
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang telah ditetapkan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi
Kabupaten/Kota;

b. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum penerbitan
perizinan pemanfaatan ruang berdasarkan rencana detalil
tata ru ang dan peraturan zonasi kabupaten/kota,

diperlukan pengaturan percepatan penyusunan dan
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penetapan rencana detail tata ruang dan peraturan
zonasi kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan;

c. bahwa untuk melaksanakan amanat sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, diperlukan
penggantian pedoman penyusunan rencana detail tata
ruang dan peraturan zonasi kabupaten/kota yang diatur
dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Detail Tata Ruang dan Peraturan Zona  sSi
Kabupaten/Kota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan

Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1. Undang dUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2 010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor
Republik Indonesia 6215);

4. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nom or 18);

5. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan
Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
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Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pemberi an Persetujuan Substansi dalam
rangka Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana
Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 966);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TAT A RUANG/KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN
PERATURAN ZONASI KABUPATEN/KOTA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruan g
laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi
sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan
makhluk lain  hidup, melakukan kegiatan, dan
memelihara kelangsungan hidupnya.

Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
Penataan Ruang adal ah suatu sistem proses perencanaan
tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian
pemanfaatan ruang.

Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata
ruang.

Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk
menentukan struktur ruang dan pola ruang yang
meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
Struktur Ruang adalah susunan pusat -pusat
permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana

yang berfungsi sebagai pendukung Kkegiatan sosial

ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

hubungan fu ngsional.

Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam
suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk
fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi
daya.

Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan
karakteristik spesifik.

Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan
struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana
tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan
program beserta pembiayaannya.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk
mewujudkan tertib tata ruang.

Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota yang selanjutnya
disebut PZ kabupaten/kota adalah ketentuan yang
mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan
ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap
blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam
rencana de tail tata ruang.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang
selanjutnya disebut RTRW kabupaten/kota adalah
rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah
kabupaten/kota, yang mengacu pada Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang
Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan
Strategis Nasional, RTRW Provinsi, dan Rencana Tata
Ruang Kawasan Strategis Provinsi.

Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat
RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata
ruang wilayah kabupaten/ko ta yang dilengkapi dengan
peraturan zonasi kabupaten/kota.

Wilayah adalah ruang yang merupakan Kkesatuan
geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan
sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif
dan/atau aspek fungsional.

Bagian Wilayah Pe rencanaan yang selanjutnya disingkat

BWP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau
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kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu
disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di
dalam RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan.

16. Sub Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya
disebut Sub BWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi
dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.

17. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang
termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau
pemangku kepen tingan nonpemerintah lain dalam
penyelenggaran penataan ruang.

18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang penataan ruang.

Pasal 2
Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyus unan
RDTR dan PZ kabupaten/kota.

Pasal 3
Peraturan Menteri ini  bertujuan untuk mewujudkan
operasionalisasi RTRW kabupaten/kota melalui penyusunan
RDTR kabupaten/kota yang merupakan dasar penerbitan

perizinan pemanfaatan ruang.

Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
a. muatan RDTR,;
b. muatan PZ; dan

c. tata cara penyusunan RDTR dan PZ.

Pasal 5
(1) RDTR berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun
dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
(2) Peninjauan kembali RDTR sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5
(lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan

strategis berupa bencana alam skala besar dan
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perubahan batas wilayah daerah.

BAB Il
MUATAN RENCANA DETAIL TATA RUANG

Pasal 6

Muatan RDTR meliputi:

1)

(2)

3)

(4)

()

tujuan penataan BWP;

rencana struktu rruang;

rencana pola ruang;

penetapan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya;
dan

ketentuan pemanfaatan ruang.

Pasal 7
Tujuan penataan BWP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf a merupakan nilai dan/atau kualitas
terukur yang akan dicapai sesuai dengan a rahan
pencapaian sebagaimana ditetapkan dalam RTRW
kabupaten/kota dan merupakan alasan disusunnya
RDTR yang apabila diperlukan dapat dilengkapi konsep
pencapaian.
Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf b meliputi:
a. rencana pengemban gan pusat pelayanan;
b. rencana jaringan transportasi; dan
C. rencanajaringan prasarana.
Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 huruf ¢ meliputi:
a. zona lindung; dan
b. zona budi daya.
Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana d imaksud dalam Pasal 6 huruf d memuat:
a. lokasi; dan
b. tema penanganan.
Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 huruf e merupakan upaya mewujudkan



(6)

(7)

1)

(2)

(3)

(4)
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RDTR dalam bentuk program pengembangan BWP dalam
jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai
akhir tahun masa perencanaan.

Muatan RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan ayat (5) mencakup perencanaan tata
ruang darat, ruang udara, ruang dalam bumi, dan/atau

ruang laut sesuai kebutuhan.

Rincian muatan RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sampai dengan ayat (6) tercantum dalam Lampiran |
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

BAB Il
MUATAN PERATURAN ZONASI

Pasal 8
Muatan PZ kabupaten/kota meliputi:
a. aturan dasar; dan/atau
b. teknik pengaturan zonasi.
Atura n dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a meliputi:
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
c ketentuan tata bangunan;
d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
e ketentuan khusus;
f standar teknis; dan
g. ketentuan p elaksanaan.
Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf b merupakan ketentuan lain dari aturan
dasar yang disediakan atau dikembangkan untuk
memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan dasar
dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan
dengan mempertimbangkan karakteristik blok/zona.
Rincian muatan PZ kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Il

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
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Menteri ini.

BAB IV
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG
DAN PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi

Kabupaten/Kota

Pasal 9

(1) Tata cara penyusunan RDTR dan PZ kabupaten/kota
meliputi prosedur penyusunan dan prosedur penetapan.

(2) Prosedur penyusuna n RDTR dan PZ kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. persiapan;

b pengumpulan data dan informasi;

c. pengolahan dan analisis data;

d perumusan konsep RDTR dan muatan PZ
kabupaten/kota; dan

e. penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan
daerah tentang RDTR dan PZ kabupaten/kota.

(3) Prosedur penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat.

(4) Prosedur penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) mencakup juga proses:

a. validasi Kajian Lingkungan Hidup Strate gis oleh
Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan
lingkungan hidup; dan

b. verifikasi peta dasar oleh Kementerian/Lembaga
yang membidangi urusan informasi geospasial.

(5) Prosedur penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentua n peraturan
perundang -undangan.

(6) Keseluruhan prosedur penyusunan dan prosedur
penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diselesaikan dalam waktu paling lama 24 (dua puluh
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1)

(2)

3)

(4)
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empat bulan), meliputi:

a. prosedur penyusunan RDTR dan PZ kabupaten/kota
dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan; dan

b. prosedur penetapan peraturan daerah tentang RDTR
dan PZ kabupaten/kota dalam waktu paling lama 12
(dua belas) bulan.

Penyusunan dan penetapan RDTR dan PZ

kabupaten/kota menggunakan dan menghasilkan peta

format digital dengan ketelitian geometris dan ketelitian

detail informasi skala 1:5.000.

Pasal 10
Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)
huruf a meliputi:
a. pembentukan tim penyusun;
b. kajian awal data sekunder;
c. penetapan delineasi awal BWP;
d. persiapan teknis pelaks anaan; dan
e. pemberitaan kepada publik.
Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b meliputi:
a. data primer; dan
b. data sekunder.
Pengolahan dan analisis data sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (2) huruf ¢ meliputi:
a. pengolahan dan analisis data untuk penyusunan
RDTR; dan
b. pengolahan dan analisis data untuk penyusunan PZ
kabupaten/kota.
Perumusan konsep RDTR dan muatan PZ
kabupaten/kota  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (2) huruf d meliputi:
a. perumusan konsep RDTR, terdiri atas:
1. alternatif konsep rencana;
2.  pemilihan konsep rencana; dan
3. perumusan rencana terpilih menjadi muatan
RDTR; dan
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b. perumusan muatan Pz kabupaten/kota
menghasilkan:

1. peta rencana pola ruang dalam RDTR yang di
dalamnya dapat memuat kode penga turan
zonasi; dan

2. aturan dasar dan/atau teknik pengaturan
zonasi yang berlaku untuk setiap zona/sub
zona/blok dalam peta sebagaimana dimaksud
pada angka 1.

(5) Penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan
daerah tentang RDTR dan PZ kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e
meliputi:

a. penyusunan naskah akademik;
b. penyusunan rancangan peraturan daerah tentang

RDTR dan PZ kabupaten/kota; dan

c. pembahasan rancangan peraturan daerah tentang

RDTR dan PZ kabupaten/kota.

(6) Rincian tata cara penyu sunan RDTR dan PZ
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan ayat (5) tercantum dalam Lampiran Il
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Bagian Kedua
Percepatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan

Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota

Pasal 11

(1) Untuk mewujudkan percepatan pelayanan perizinan
pemanfaatan ruang, diperlukan percepatan prosedur
penyusunan dan prosedur penetapan RDTR dan PZ
kabupaten/kota.

(2) Percepatan prosedur penyusunan dan  prosedur
penetapan RDTR dan PZ kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di lokasi yang telah

ditetapkan oleh Menteri Koordinator yang membidangi
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(4)

()

(6)

1)

(2)

3)
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urusan bidang perekonomian.

Prosedur penyusunan dan prosedur penetapan RDTR

dan PZ kabupaten/kota sebagaimana dimaksu d pada

ayat (1) mengikuti tata cara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (5).

Prosedur penyusunan dan prosedur penetapan RDTR

dan PZ kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan, terdiri

atas:

a. prosedur penyusunan diselesaikan paling lama 4
(empat) bulan; dan

b. prosedur penetapan diselesaikan paling lama 2 (dua)
bulan.

Dalam prosedur penyusunan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) huruf a mencakup juga proses:

a. validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategi s oleh
Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan
lingkungan hidup; dan

b. verifikasi peta dasar oleh Kementerian/Lembaga
yang membidangi urusan informasi geospasial.

Dalam hal penyelesaian prosedur penyusunan RDTR dan

PZ kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

huruf a dan b tidak dapat dipenuhi, Menteri menerbitkan

persetujuan substansi Peraturan Daerah tentang RDTR

dan PZ kabupaten/kota.

Pasal 12
Prosedur penyusunan dan penetapan RDTR dan PZ
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
dilakukan ol eh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
dibantu oleh tim percepatan.
Tim percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
beranggotakan perwakilan Kementerian/Lembaga terkait
penataan ruang.
Susunan keanggotaan dan tugas tim percepatan
sebagaimana dimaksud pada a yat (2) ditetapkan oleh

Menteri.
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Pasal 13

(1) Penyusunan serta penetapan RDTR dan PZ
kabupaten/kota untuk keperluan percepatan pelayanan
perizinan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 menggunakan dan menghasilkan peta
format digital dengan ketelitian geometris dan ketelitian
detail informasi skala 1:5.000.

(2) Dalam hal tidak tersedia peta sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), penyusunan serta penetapan RDTR dan PZ

kabupaten/kota dapat menggunakan dan menghasilkan

peta format digital dengan Kketelitian detail informasi

skala 1:5.000.

(3) Dalam hal RDTR dan PZ kabupaten/kota menggunakan
dan menghasilkan peta sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), peraturan daerah tentang RDTR dan PZ

kabupaten/kota tersebut harus mencantumkan

ketentuan yang menyatakan bahwa peta RDTR d an PZ

kabupaten/kota memerlukan koreksi geometris.

(4) Koreksi geometris peta RDTR dan PZ kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh
Kementerian/Lembaga yang  membidangi  urusan
informasi geospasial dan ditetapkan dalam bentuk
Keputusan Men teri/Kepala Lembaga yang ditembuskan
kepada Menteri.

(5) Berdasarkan Keputusan Menteri/Kepala Lembaga
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati/Wali Kota
menetapkan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang peta
RDTR dan PZ kabupaten/kota yang telah terkoreksi
secara geometris dengan tidak mengubah muatan
peraturan daerah tentang RDTR dan PZ kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 14
Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota telah memiliki
rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota dengan
skala 1: 5.000, pemerintah daerah kabupaten/kota tidak perlu

menyusun dan menetapkan RDTR dan PZ kabupaten/kota.
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BAB V
KETENTUAN LAIN -LAIN

Pasal 15
RDTR dijadikan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dalam menyusun Kketerangan rencana
kabupaten/kota sesuai d engan ketentuan peraturan

perundang -undangan.

Pasal 16

(1) Dalam rangka pelaksanaan RDTR dan Pz
kabupaten/kota, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
dapat mengembangkan sistem informasi RDTR dan PZ
kabupaten/kota.

(2) Sistem informasi RDTR dan PZ kabupaten/kota
sebagaimana d imaksud pada ayat (1) memuat informasi
RDTR dan PZ kabupaten/kota dalam bentuk penampang
3 (tiga) dimensi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang
Pedoman Penyu sunan Rencana Detail Tata Ruang dan
Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota, dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.

Pasal 18
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar  setiap  orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2018

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta

pada tangg al 21 September 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA
RUANG DAN PERATURAN ZONASI
KABUPATEN/KOTA

MUATAN RENCANA DETAIL TATA RUANG

RDTR merupakan rencana rinci tata ruang sebagai penjabaran RTRW
kabupaten/kota yang menjadi rujukan bagi penyusunan rencana teknis sektor

dan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang.

Muatan RDTR terdiri atas tujuan penataan BWP, rencana struktur ruang,
rencana pola ruang, penctapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya,

dan ketentuan pemanfaatan ruang.

1. Tujuan Penataan BWP

Tujuan penataan BWP merupakan nilai dan/atau kualitas terukur yang
akan dicapai sesuai dengan arahan pencapaian sebagaimana ditetapkan
dalam RTRW kabupaten/kota dan merupakan alasan disusunnya RDTR
tersebut, serta apabila diperlukan dapat dilengkapi konsep pencapaian.

Tujuan penataan BWP berisi tema yang akan direncanakan di BWP.
Tujuan penataan BWP berfungsi:

a. schagai acuan untuk penyusunan rencana pola ruang, penyusunan
rencana struktur ruang, penetapan Sub BWP yang diprioritaskan
penanganannya, penyusunan ketentuan pemanfaatan ruang,
penyusunan peraturan zonasi; dan

b. untuk menjaga konsistensi dan keserasian pengembangan kawasan

perkotaan dengan RTRW kabupaten/kota.

Perumusan tujuan penataan BWP didasarkan pada:

a. Arahan pencapaian sebagaimana  ditetapkan dalam RTRW
kabupaten/kota;

b. Isu strategis BWP, yang antara lain dapat berupa potensi, masalah,
dan urgensi penanganan; dan

c. Karakteristik BWP.
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Tujuan penataan BWP dirumuskan dengan mempertimbangkan:

a.

=3

o a0

=

.

Keseimbangan dan  keserasian  antarbagian dari wilayah
kabupaten /kota;

Fungsi dan peran BWP;

Potensi investasi;

Keunggulan dan daya saing BWP;

Kondisi sosial dan lingkungan BWP;

Peran dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan; dan

Prinsip-prinsip yang merupakan penjabaran dari tujuan tersebut.

2. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang merupakan susunan pusat-pusat pelayanan dan

sistem jaringan prasarana di BWP yang akan dikembangkan untuk

mencapai tujuan dalam melayani kegiatan skala BWP.

Rencana struktur ruang berfungsi sebagai:

Pembentuk sistem pusat pelayanan di dalam BWP;

Dasar perletakan jaringan serta rencana pembangunan prasarana
dan utilitas dalam BWP sesuai dengan fungsi pelayanannya; dan
Dasar rencana sistem pergerakan dan aksesibilitas lingkungan

dalam RTBL dan rencana teknis sektoral.

Rencana struktur ruang dirumuskan berdasarkan:

a.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota yang termuat
dalam RTRW;
Kebutuhan pelayanan dan pengembangan bagi BWP; dan

Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Rencana struktur ruang dirumuskan dengan kriteria:

a.

Memperhatikan rencana struktur ruang BWP lainnya dalam wilayah
kabupaten/kota;

Memperhatikan rencana struktur ruang kabupaten/kota sekitarnya
yang berbatasan langsung dengan BWP;

Menjamin keterpaduan dan prioritas pelaksanaan pembangunan
prasarana dan utilitas pada BWP;

Mengakomodasi kebutuhan pelayanan prasarana dan utilitas BWP
termasuk kebutuhan pergerakan manusia dan barang; dan

Mempertimbangkan inovasi dan/atau rekayasa teknologi.
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Materi rencana struktur ruang meliputi:

a. Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
Rencana pengembangan pusat pelayanan merupakan distribusi
pusat-pusat pelayanan di dalam BWP yang akan melayani sub BWP,
dapat meliputi:
1) pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan,
2) sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
3) pusat lingkungan, berupa:
a) pusat lingkungan kecamatan;
b) pusat lingkungan kelurahan; dan/atau

c) pusat rukun warga.

b. Rencana Jaringan Transportasi
1)  Untuk RDTR kawasan perkotaan di kabupaten, terdiri atas:

a) jaringan jalan dan jaringan kereta api sesuai dengan yang
termuat dalam RTRW kabupaten;

b) jaringan jalan sistem sekunder di kawasan perkotaan
meliputi jalan arteri sekunder, kolektor sekunder, dan lokal
seckunder;

c) jaringan jalan lingkungan primer dan lingkungan sekunder;

d) jalur pejalan kaki;

€] jalur sepeda (jika ada); dan

fy  jaringan jalan lainnya yang meliputi:

(1) jalan masuk dan keluar terminal barang serta
terminal orang/penumpang secsuai ketentuan yang
berlaku (terminal tipe A, terminal tipe B, terminal
tipe C, dan/atau pangkalan angkutan umumj;

(2) jaringan jalan moda transportasi umum (jalan masuk
dan keluarmmya terminal barang/orang hingga
pangkalan angkutan umum dan halte); dan

(3) jalan masuk dan keluar parkir.

2) Untuk RDTR kota, terdiri atas:

a) jaringan jalan dan jaringan kereta api sesuai dengan yang
termuat dalam RTRW kota;

b) jaringan jalan lingkungan primer dan lingkungan sekunder;

¢) jalur pejalan kaki;

d) jalur sepeda (jika ada); dan
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€) jaringan jalan lainnya yang meliputi:

(1)

(2)

(3)

jalan masuk dan keluar terminal barang serta
terminal orang/penumpang sesuai ketentuan yang
berlaku (terminal tipe A, terminal tipe B, terminal
tipe C, dan/atau pangkalan angkutan umum);
jaringan jalan moda transportasi umum (jalan masuk
dan keluarnya terminal barang/orang hingga
pangkalan angkutan umum dan halte); dan

jalan masuk dan keluar parkir.

Jaringan transportasi dapat berada di permukaan tanah, di bawah

permukaan tanah, atau di atas permukaan tanah.

c. Rencana Jaringan Prasarana

1) Rencana Jaringan Energi/Kelistrikan, meliputi:

a) jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, terdiri atas:

(1)

(2)

jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi
dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan
dan/atau tempat penyimpanan; dan/atau

jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang

pengolahan ke konsumen.

b) jaringan penyaluran ketenagalistrikan, terdiri atas:

(1)

jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk

menyalurkan tenaga listrik antarsistem sesuai

dengan RTRW kabupaten/kota, dapat berupa:

a) saluran udara tegangan ultra tinggi (SUTUT);

b) saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET);

c) saluran udara tegangan tinggi (SUTT);

d) saluran udara tegangan tinggi arus searah
(SUTTAS);

{e) saluran udara tegangan menengah (SUTM);

() saluran udara tegangan rendah (SUTR);

(g} saluran kabel tegangan menengah (SKTM);
dan/atau

() saluran transmisi/distribusi lainnya.
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(2) gardu listrik, meliputi:

(a) gardu induk yang berfungsi untuk menurunkan
tegangan dari jaringan subtransmisi menjadi
tegangan menengah;

{(b) gardu hubung yang berfungsi untuk membagi
daya listrik dari gardu induk menuju gardu
distribusi; dan

{c) gardu distribusi  yang berfungsi untuk
menurunkan tegangan primer menjadi tegangan

sekunder.

Rencana Jaringan Telekomunikasi (tetap dan bergerak), terdiri

atas:

a) infrastruktur dasar telekomunikasi yang berupa lokasi
pusat automatisasi sambungan telepon;

b) jaringan telekomunikasi telepon kabel yang berupa lokasi
stasiun telepon otomat, rumah kabel, dan kotak pembagi;

c) sistem televisi kabel termasuk lokasi stasiun transmisi;

d) jaringan telekomunikasi telepon nirkabel yang berupa
lokasi menara telekomunikasi termasuk menara Base
Transceiver Station (BTS);

€) jaringan serat optik; dan

1) peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi.

Rencana Jaringan Air Minum, meliputi:
a) jaringan perpipaan:
(1) unit air baku;
(2) unit produksi yang berupa bangunan pengambil air
baku, dan instalasi produksi;
(3) unit distribusi berupa pipa transmisi air baku;
(4) unit pelayanan yang berupa pipa unit distribusi hingga
persil/bidang; dan/atau
(5) Dbangunan penunjang dan bangunan pelengkap;

b) jaringan non-perpipaan, yang terdiri atas:

terminal air.

(1) sumur dangkal;

(2) sumur pompa,

(3) bak penampungan air hujan; dan
)

“

.1308
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Rencana Jaringan Drainase, meliputi:

a) saluran primer;

b)  saluran sekunder;

c) saluran tersier;

d) saluran lokal;

€) bangunan peresapan (kolam retensi); dan

f) bangunan tampungan (polder) beserta sarana pelengkapnya

(sistem pemompaan dan pintu air).

Rencana Pengelolaan Air Limbah, meliputi:
a) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) setempat, meliputi:

(1) subsistem pengolahan setempat;

(2) subsistem pengangkutan; dan

(3) subsistem pengolahan lumpur tinja.

b)  Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) terpusat, meliputi:

(1) subsistem pelayanan yang terdiri atas pipa tinja, pipa
non tinja bak perangkap lemak dan minyak dari dapur,
pipa persil, bak kontrol, dan lubang inspeksi;

(2) subsistem pengumpulan yang terdiri atas pipa
retikulasi, pipa induk, serta sarana dan prasarana
pelengkap; dan

(3) subsistem pengolahan terpusat yang terdiri atas
Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) kota dan IPAL
skala kawasan tertentu/permukiman.

Untuk industri rumah tangga harus menyediakan instalasi

pengolahan air limbah komunal tersendiri.

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Penyediaan prasarana lainnya direncanakan sesuai kebutuhan
pengembangan BWP, misalnya BWP yang berada pada
kawasan rawan bencana wajib menyediakan jalur evakuasi
bencana yang meliputi jalur evakuasi dan tempat evakuasi
sementara yang terintegrasi baik untuk skala kabupaten/kota,
kawasan, maupun lingkungan.

Jalur evakuasi bencana dapat memanfaatkan jaringan

prasarana dan sarana yang sudah ada.
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Peta rencana struktur ruang digambarkan dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. Peta rencana struktur ruang terdiri dari:

1) peta pusat pelayanan yang memuat pusat-pusat
pelayanan;

2) peta jaringan transportasi yang memuat jaringan jalan
dan kereta api; dan

3) peta jaringan prasarana yang terdiri dari jaringan
energi/kelistrikan, telekomunikasi, air minum,
drainase, air limbah, dan prasarana lainnya yang
digambarkan secara tersendiri untuk masing-masing
rencana jaringan prasarana;

b. Apabila terdapat jaringan transportasi dan jaringan
prasarana yang berada di bawah permukaan tanah (ruang
dalam bumi) maupun di atas permukaan tanah maka
digambarkan dalam peta tersendiri dan dilengkapi dengan
gambar potongan/penampang;

¢. Rencana struktur ruang digambarkan dalam peta dengan
skala atau tingkat ketelitian informasi minimal 1:5.000 dan
mengikuti ketentuan mengenai sistem informasi geografis
yvang dikeluarkan oleh  kementerian/lembaga  yang
berwenang;

d. Rencana struktur ruang disajikan dalam format digital
sesuai dengan standar yang akan diatur lebih lanjut melalui
pedoman tersendiri; dan

e. Rencana struktur ruang dapat digambarkan juga dalam

model 3 (tiga) dimensi.

Ketentuan teknis mengenai penyusunan peta RDTR (peta
rencana struktur ruang dan peta rencana pola ruang) akan
diatur lebih lanjut melalui pedoman tersendiri.

Ilustrasi peta rencana struktur ruang dapat dilihat pada

Lampiran I.1.
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3. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang merupakan rencana distribusi zona pada BWP yang

akan diatur sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

Rencana pola ruang berfungsi sebagai:

a.

d.

Alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial budaya, ekonomi, serta
kegiatan pelestarian fungsi lingkungan dalam BWP;

Dasar penerbitan izin pemanfaatan ruang;

Dasar penyusunan RTBL dan rencana teknis lainnya; dan

Dasar penyusunan rencana jaringan prasarana.

Rencana pola ruang dirumuskan dengan kriteria:

a.

Mengacu pada rencana pola ruang yang telah ditetapkan dalam
RTRW kabupaten/kota,;

Mengacu pada konsep ruang (khusus untuk RDTR kawasan
perkotaan di kabupateny;

Mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup dan infrastruktur dalam BWP;

Memperkirakan kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan
sosial ekonomi dan pelestarian fungsi lingkungan, khususnya untuk
kawasan perkotaan yang memiliki kegiatan yang berpotensi
menimbulkan bangkitan yang cukup besar;;

Mempertimbangkan ketersediaan ruang yang ada;

Memperhatikan rencana pola ruang bagian wilayah yang berbatasan;
Memperhatikan mitigasi dan adaptasi bencana pada BWP,
termasuk dampak perubahan iklim; dan

Menyediakan RTH dan RTNH untuk menampung kegiatan sosial,

budaya, dan ekonomi masyarakat.

Rencana pola ruang RDTR terdiri atas:

a.

Zona lindung yang meliputi:
1)  zona hutan lindung (HL);
2) zona yang memberikan perlindungan terhadap zona dibawahnya
(PB) yang meliputi:
a) zona lindung gambut (LG); dan/atau
b) zona resapan air (RA).
3) zona perlindungan setempat (PS) yang meliputi:
a) zona sempadan pantai (SP);

b) zona sempadan sungai (SS);



3. 2018, No.1308

c¢) zona sekitar danau atau waduk (DW) termasuk situ dan
embung; dan/atau
d) zona sekitar mata air (MA).
Tlustrasi sempadan pantai, sungai dan danau ditunjukkan pada
Lampiran 1.2.
4) zona RTH kota (RTH) yang meliputi:
a) hutan kota (RTH-1);
b) taman kota (RTH-2);
c) taman kecamatan (RTH-3);
d) taman kelurahan (RTH-4j;
e) taman RW (RTH-5);
f) taman RT (RTH-6); dan/atau
g) pemakaman (RTH-7).
5) zona konservasi (KS) yang meliputi:
a) cagar alam (KS-1);
b) suaka margasatwa (KS-2);
c) taman nasional (KS-3);
d) taman hutan raya (KS-4); dan/atau
€) taman wisata alam (KS-5).

6) zona lindung lainnya.

Pengkodean zona dan subzona lainnya diatur sendiri oleh
masing-masing daerah sesuai dengan kebutuhan.
Zona budi daya yang meliputi:
1) zona perumahan (R), yvang dapat dirinci kedalam zona
perumahan berdasarkan tingkat kepadatan bangunan dan/atau
tingkat kemampuan/keterjangkauan kepemilikan rumah, contoh:
a) Dberdasarkan tingkat kepadatan bangunan: kepadatan
sangat tinggi (R-1), tinggi (R-2), sedang (R-3), rendah (R-4),
dan sangat rendah (R-3); atau

b) berdasarkan tingkat kemampuan/keterjangkauan
kepemilikan rumah: rumah mewah (Rm), rumah menengah
(Rh), rumah sederhana (Rs), dan rumah sangat sederhana
(Ra).

2) zona perdagangan dan jasa (K), yang meliputi:

a) perdagangan dan jasa skala kota (K-1);

b) perdagangan dan jasa skala BWP (K-2); dan/atau

c¢) perdagangan dan jasa skala sub BWP (K-3).
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zona perkantoran (KT);

zona sarana pelayanan umum (SPU), yang meliputi:

a) sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1});

b) sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2};

c) sarana pelayanan umum skala kelurahan (SPU-3);
dan/atau

d) sarana pelayanan umum skala RW (SPU-4).

zona industri (I), yang meliputi:

a) kawasan industri (Kl); dan/atau

b) sentra industri kecil menengah (SIKM).

zona lainnya, yang dapat berupa pertanian, pertambangan, ruang

terbuka non hijau, sektor informal, pergudangan, pertahanan

dan keamanan, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Tempat

Pemrosesan Akhir (TPA), pengembangan nuklir, pembangkit

listrik, dan/atau pariwisata. Pengkodean zona dan subzona

lainnya diatur sendiri oleh masing-masing daerah sesuai dengan

kebutuhan.

Khusus zona pertanian, di dalamnya dapat ditetapkan luasan

dan sebaran lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2Bj)

dengan mengacu pada kawasan pertanian pangan berkelajutan

(KP2B) vang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang

RTRW kabupaten/kota. LP2B memiliki pengaturan tersendiri

sebagai tambahan dari aturan dasar zona pertanian dan

dituangkan ke dalam peta rencana pola ruang yvang memuat kode

pengaturan zonasi.

zona campuran (C), yang meliputi perumahan dan

perdagangan/jasa, perumahan dan perkantoran,

perdagangan/jasa dan perkantoran.

Penggunaan kategori zona campuran di dalam rencana zonasi

bertujuan untuk mendorong pertumbuhan suatu bagian

kawasan perkotaan agar menjadi satu fungsi ruang

tertentu.Kategori zona campuran juga dapat digunakan untuk

mengakomodasi adanya suatu bagian kawasan perkotaan yang

memiliki lebih dari satu fungsi ruang, yang harmonis namun

tidak dapat secara utuh dikategorikan ke dalam salah satu zona.

Penggunaan kategori zona campuran harus didukung oleh:

a) Adanya batas zona yang jelas yang dapat membatasi
perluasan fungsi campuran lebih lanjut; dan

b) Harus ada upaya untuk mendorong perkembangan fungsi

campuran menuju ke satu zona peruntukan tertentu.
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Dalam menentukan klasifikasi zona/subzona lindung dan
budidaya dalam RDTR, perlu dibuat kriteria pengklasifikasian
zona/subzona yang memuat sekurang-kurangnya:

a. Nama zona/subzona,

b. Kode zona/subzona;

c. Definisi zona/subzone memuat pengertian lebih lanjut
tentang zona/subzona;

d. Tuyjuan penetapan zona memuat tujuan yang ingin dicapai
untuk setiap zona/subzona lindung dan budidaya dalam
RDTR;

e. Kriteria performazona/subzonamerupakan kualitas atau
kinerja yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan
penetapan masing-masing zona/subzona; dan

f. Kriteria perencanaan zona merupakan kriteria dan standar
untuk merencanakan ruang suatu zona agar tercapai
tujuan penetapan zona/subzona. Khusus untuk zona
perumahan harus mencantumkan luas persil minimum
dan luas persil maksimum tiap zona/subzona.

Contoh kriteria pengklasifikasian zona lindung dan budidaya

dapat dilihat pada Lampiran 1.3.

Penjabaran zona menjadi sub zona harus memperhatikan dua

hal yaitu:

a. Perbedaan dasar pengertian antara zona peruntukan ruang
dengan kegiatan; dan

b. hakekat zona adalah fungsi ruang, dan penjabarannya pun
sebaiknya mengikuti perbedaan fungsi ruang.

Apabila pada BWP hanya terdapat satu jenis subzone dari zona

tertentu, subzone tersebut dapat dijadikan zona tersendiri.

Subzona juga dapat dijadikan zona tersendiri apabila subzona

tersebut memiliki luas yang signifikan atau memiliki persentase

yang besar terhadap luas BWP.

Setiap Sub BWP terdiri atas blok yang dibagi berdasarkan
batasan fisik antara lain seperti jalan, sungai, dan sebagainya.
Pengilustrasian overlay peta yang didelineasi berdasarkan fisik
(BWP, Sub BWP, dan blok) hingga peta yang didelineasi
berdasarkan fungsi (zona dan subzona) ditunjukkan pada

Gambarl.1.



2018, No.1308

-26-

Dalam hal luas BWP relatif kecil, rencana pola ruang dapat
digambarkan secara langsung ke dalam blok. Contoh
pendelineasian peta yang digambarkan dari BWP ke Sub BWP
hingga blok dapat dilihat pada Gambar 1.2, dan contoh
pendeliniasian peta yang digambarkan secara langsung dari

BWP ke dalam blok dapat dilihat pada Gambar 1.3.

Adapun pengilustrasian pembagian zona-zona peruntukan ke
dalam blok disertai pengkodean berbagai subzona pada suatu

Sub BWP dapat dilihat pada Gambar 1.4.

Kegiatan dapat ditetapkan menjadi suatu zona apabila memiliki

kriteria sebagai berikut:

a. memiliki dampak dan tingkat gangguan yang signifikan
terhadap lingkungan di sekelilingnya sehingga perlu diatur
dan dikendalikan; dan/atau

b. memiliki keragaman kegiatan  yang memerlukan

pengaturan.

Apabila diperlukan, zona dapat dibagi lagi menjadi beberapa
subzona atau sub subzona, sedangkan apabila tidak memenuhi
kriteria tersebut di atas, maka tidak diklasifikasikan sebagai

zona dimasukkan kedaftar kegiatan didalam matriks ITBX.

Apabila BWP terlalu luas untuk digambarkan ke dalam satu
peta berskala 1:5.000, maka peta rencana pola tersebut dapat
digambarkan kedalam beberapa lembar peta berdasarkan Sub
BWP, seperti dapat dilihat pada Gambar 1.5. Adapun untuk
zona rawan bencana, peta digambarkan secara terpisah dari

peta rencana pola.
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Gambar I.1
[lustrasi Pembagian BWP ke dalam Sub BWP
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Gambar 1.2
Tlustrasi Pembagian BWP ke dalam Sub BWP hingga Blok
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Gambar 1.3
Nustrasi Pembagian BWP Langsung ke dalam Blok
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Gambar 1.4

Ilustrasi Pembagian Subzona di dalam Blok dan
Subblok pada Satu Sub BWP
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Gambar 1.5

Penyajian Peta Rencana Pola Ruang untuk BWP yang Luas (Dibagi ke dalam
Beberapa Lembar Peta)

= Peruntukan lain pariwisata

Zona Peruntukan Khusus

Peta rencana pola ruang digambarkan dengan ketentuan sebagai
berikut:

a.

Rencana pola ruang digambarkan dalam peta dengan skala
atau tingkat ketelitian informasi minimal 1:5.000, serta
mengikuti ketentuan mengenai sistem informasi geografis
yang  dikeluarkan oleh  kementerian/lembaga yang
berwenang;

Cakupan rencana pola ruang meliputi ruang darat dan laut
dengan batasan mengacu pada peraturan perundang-
undangan;

Apabila terdapat rencana pemanfaatan ruang yang berada di
bawah permukaan tanah (ruang dalam bumi) maka
digambarkan dalam peta tersendiri dan dilengkapi dengan
gambar potongan/penampang;

Rencana pola ruang dapat digambarkan kedalam beberapa
lembar peta yang tersusun secara beraturan mengikuti
ketentuan yang berlaku;

Peta rencana pola ruang harus sudah menunjukkan batasan

bidang tanah/ persil untuk wilayah yang sudah terbangun;
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f. Rencana pola ruang disajikan dalam format digital sesuai
dengan standar yang akan diatur lebih lanjut melalui
pedoman tersendiri; dan

g. Rencana pola ruang dapat digambarkan juga dalam model 3
(tiga) dimensi.

Ketentuan teknis mengenai penyusunan peta RDTR (peta

rencana struktur ruang dan peta rencana pola ruang) akan

diatur lebih lanjut melalui pedoman tersendiri.

INustrasi peta rencana pola ruang dapat dilihat pada Lampiran

I.1.

Penetapan Sub BWP yang Diprioritaskan

Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya merupakan upaya
dalam rangka operasionalisasi rencana tata ruang yang diwujudkan ke

dalam rencana penanganan Sub BWP yang diprioritaskan.

Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya bertujuan untuk
mengembangkan, melestarikan, melindungi, memperbaiki,
mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan, dan/atau melaksanakan
revitalisasi di kawasan yvang bersangkutan, yang dianggap memiliki prioritas
tinggi dibandingkan Sub BWP lainnya.

Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya merupakan Ilokasi

pelaksanaan salah satu program prioritas dari RDTR.
Penetapan Sub BWP yang dipricritaskan penanganannya berfungsi sebagai:

a. dasar penyusunan RTBL dan rencana teknis pembangunan scktoral;
dan
b. dasar pertimbangan dalam penyusunan indikasi program prioritas

RDTR.

Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya ditetapkan

berdasarkan:

tujuan penataan BWP;

b. nilai penting Sub BWP yang akan ditetapkan,;

c. kondisi ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan Sub BWP vang akan
ditetapkan;

d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup BWP; dan

e. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.



2018, No.1308

-32-

Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya ditetapkan

dengan kriteria:

a.

merupakan faktor kunci yang mendukung perwujudan rencana pola
ruang dan rencana jaringan prasarana, serta pelaksanaan peraturan
zonasi di BWP;

mendukung tercapainya agenda pembangunan dan pengembangan
kawasan;

merupakanSub BWP yang memiliki nilai pentingdari
sudutkepentingan ekonomi, sosial-budaya, pendayagunaan sumber
daya alam dan/atau teknologi tinggi, fungsi dan daya dukung
lingkungan hidup, dan/atau memiliki nilai penting lainnya yang
sesuai dengan kepentingan pembangunan BWP; dan/atau

merupakan Sub BWP yang dinilai perlu dikembangkan, diperbaiki,
dilestarikan, dan/atau direvitalisasi agar dapat mencapai standar
tertentu  berdasarkan  pertimbangan ckonomi, sosial-budaya,

dan/atau lingkungan.

Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya harus memuat

sekurang- kurangnya:

a.

Lokasi

Lokasi Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya digambarkan

dalam peta. Lokasi tersebut dapat meliputi seluruh wilayah Sub BWP

yvang ditentukan, atau dapat juga meliputi sebagian saja dari wilayah

Sub BWP tersebut. Batas delineasi lokasi Sub BWP yang

diprioritaskan penanganannya ditetapkan dengan

mempertimbangkan:

1)  batas fisik, seperti blok dan subblok;

2) fungsi kawasan, seperti zona dan subzona,

3) wilayah administratif, seperti RT, RW, desa/kelurahan, dan
kecamatan;

4) penentuan secara kultural tradisional, seperti kampung, desa adat,
gampong, dan nagari;

S5) kesatuan karakteristik tematik, seperti kawasan kota lama,
lingkungan sentra perindustrian rakyat, kawasan sentra
pendidikan, kawasan perkampungan tertentu, dan kawasan
permukiman tradisional; dan

6) jenis kawasan, seperti kawasan baru yang berkembang cepat,
kawasan terbangun yang memerlukan penataan, kawasan
dilestarikan, kawasan rawan bencana, dan kawasan gabungan

atau campuran.
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b. Tema Penanganan

Tema penanganan adalah program utama untuk setiap lokasi.

Tema penanganan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya

terdiri atas:

1) perbaikan prasarana, sarana, dan blok/kawasan, contohnya
melalui penataan lingkungan permukiman kumuh(perbaikan
kampung), dan penataan lingkungan permukiman nelayan;

2) pengembangan kembali prasarana, sarana, dan blok/kawasan,
contohnya melalui peremajaan kawasan, pengembangan kawasan
terpadu, serta  rehabilitasi dan  rekonstruksi  kawasan
pascabencana,

3) pembangunan baru prasarana, sarana, dan blok/kawasan,
contohnya melalui pembangunan kawasan perumahan umum
(public housing) yang dibangun oleh pemerintah dan swasta
(Kawasan Siap Bangun/Lingkungan Siap Bangun-Berdiri
Sendiri),pembangunan kawasan terpadu, pembangunan desa
agropolitan, pembangunan kawasan perbatasan; dan/atau

4) pelestarian/pelindungan  blok/kawasan, contohnya  melalui
pelestarian  kawasan, konservasi kawasan, dan revitalisasi

kawasan.

Ketentuan Pemanfaatan Ruang

Ketentuan pemanfaatan ruang dalam RDTR merupakan upaya
mewujudkan RDTR dalam bentuk program pengembangan BWP dalam
jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa

perencanaan scbagaimana diatur dalam pedoman ini.
Ketentuan pemanfaatan ruang berfungsi sebagai:

a. dasar pemerintah dan masyarakat dalam pemrograman investasi
pengembangan BWP;

b. arahan untuk sektor dalam penyusunan program;

c. dasar estimasi kebutuhan pembiayaan dalam jangka waktu 5 (lima)
tahunan dan penyusunan program tahunan untuk setiap jangka 5
(lima) tahun; dan

d. acuan bagi masyarakat dalam melakukan investasi.

Ketentuan pemanfaatan ruang disusun berdasarkan:

a. rencana pola ruang dan rencana struktur ruang;

b. ketersediaan sumber daya dan sumber dana pembangunan;
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kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang
ditetapkan;

masukan dan kesepakatan dengan para investor; dan

prioritas pengembangan BWP dan pentahapan rencana pelaksanaan
program yang sesuai dengan Rencana  Pembangunan  Jangka
Panjang (RPJP) daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) daerah, serta rencana terpadu dan program

investasi infrastruktur jangka menengah (RPI2JM).

Ketentuan pemanfaatan ruang disusun dengan kriteria:

a.

mendukung perwujudan rencana pola ruang dan rencana penyediaan
prasarana perkotaan di BWP serta perwujudan Sub BWP yang
diprioritaskan penanganannya;

mendukung program penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
realistis, objektif, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam jangka
waktu perencanaan;

konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun,
baik dalam jangka waktu tahunan maupun lima tahunan; dan
terjaganya sinkronisasi antar program dalam satu kerangka

program terpadu pengembangan wilayah kabupaten/kota.

Program dalam Ketentuan pemanfaatan ruang meliputi:

a.

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas
Program pemanfaatan ruang prioritas merupakan program-program
pengembangan BWP yang diindikasikan memiliki bobot tinggi
berdasarkan tingkat kepentingan atau diprioritaskan dan memiliki
nilai strategis untuk mewujudkan rencana sruktur ruang dan
rencana pola ruang di BWP sesuai tujuan penataan BWP.
Program pemanfaatan ruang dapat memuat kelompok program
sebagai berikut:
1) program perwujudan rencana struktur ruang yang meliputi:
a) perwujudan pusat pelayanan kegiatan di BWP;
b} perwujudan jaringan transportasi di BWP;dan
c) perwujudan jaringan prasarana untuk BWP, yang mencakup
pula prasarana nasional dan wilayah/regional didalam BWP
yang terdiri atas:
(1) perwujudan jaringan energi/kelistrikan,;
(2) perwujudan jaringan telekomunikasi;

(3) perwujudan jaringan air minum,;
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(4) perwujudan jaringan drainase;
(9) perwujudan jaringan air limbah; dan/atau
(6) perwujudan jaringan prasarana lainnya.
2) program perwujudan rencana pola ruang di BWP yang meliputi:
a) perwujudan zona lindung pada BWP termasuk didalam
pemenuhan kebutuhan RTH; dan
b) perwujudan zona budi daya pada BWP vang terdiri atas:
(1) perwujudan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas
umum diBWP;
(2) perwujudan ketentuan pemanfaatan ruang untuk
setiap jenis pola ruang;
(3) perwujudan intensitas pemanfaatan ruang blok;
dan/atau
(1) perwujudan tata bangunan.

3) program perwujudan penetapan Sub BWP yang diprioritaskan

penanganannya yang terdiri atas:

a) program penyusunan RTBL;

b) perbaikan prasarana, sarana, dan blok/kawasan,

c) pembangunan baru prasarana, sarana, dan blok/kawasan;

d) pengembangan kembali prasarana, sarana, dan
blok/kawasan; dan/atau

e) pelestarian/pelindungan blok/kawasan.

4)  program perwujudan ketahanan terhadap perubahan iklim, dapat
sebagai kelompok program tersendiri atau menjadi bagian
dari  kelompok  program lainnya, disesuaikan berdasarkan
kebutuhannya.

Lokasi

Lokasi merupakan tempat dimana wusulan program akan

dilaksanakan.

Besaran dan Biaya

Besaran merupakan perkiraan jumlah satuan dan biaya masing-

masing usulan program prioritas pengembangan wilayah yang akan

dilaksanakan.

Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota, APBD provinsi, Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), swasta, dan/atau

masyarakat. Sumber pendanaan dapat dilengkapi dengan perkiraan

kebutuhan biaya bagi masing-masing program.

2018, No

.1308
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Instansi Pelaksana

Instansi pelaksana merupakan pihak-pihak pelaksana program
prioritas yang meliputi pemerintah seperti satuan kerja perangkat
daerah (SKPD), dinas teknis terkait, dan/atau kementerian/lembaga,
swasta, dan/atau masyarakat.

Waktu dan Tahapan Pelaksanaan

Program direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 20 (dua
puluh) tahun yang dirinci setiap 5 (lima) tahunan dan masing-masing
program mempunyai durasi pelaksanaan yang bervariasi sesuai
kebutuhan. Penyusunan program prioritas disesuaikan dengan

pentahapan jangka waktu 5 tahunan RPJP daerah kabupaten/kota.

Matriks susunan tipologi program prioritas dalam RDTR, dapat dilihat

pada Lampiran 1.4.
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Lampiran 1.1
Contoh Hlustrasi Peta Rencana Struktur Ruang dan Peta Rencana Pola Ruang

KETERANGAN :

IBUKOTA PEMERINTAHAN :
@ Ibukota Kabupaten
Ibukota Kecamatan
® |bukota Kelurahan
BATAS ADMINISTRASI :
—--=Batas Kabupaten/Kota
—-=Batas Kecamatan
~..-Batas Desa/Kelurahan
PERAIRAN :
Sungai
77 Garis Pantal
SISTEM JARINGAN JALAN :
Jaringan Jalan Nasional :
=== jalan Arteri Primer
Jaringan Jalan Kota :
e Jattan Asterl Sekunder
-Jalan Kolektor Primer
Jalan Lokal
Jalan Lingkungan Primer
Jalan Lingkungan Sekunder
Janingan Jalan Kereta Api :
== =Jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota

SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI LAUT :
-Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
~===sAlur Pelay Umum dan P

SISTEM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN :
O Pusat Pelayan Kota
@ sub Pusat Pelayan Kota
) Pusal Lingkungan Kecamatan
@ Pusat Lingkungan Kelurahan

Sumber Data
« Peta Rupa Bumi {RBI) Badan Rilis Data Bulan XX Tahun XXX

« Cltra Satelt ., . Tahun XXXX
+ ... fambahkan sumber data isin yang digunakan ., .,

LI-18
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Lampiran 1.1
Contoh Hlustrasi Peta Rencana Struktur Ruang dan Peta Rencana Pola Ruang

KETERANGAN :

IBUKOTA PEMERINTAHAN :
@ Ibukota Kabupaten
bukota Kecamatan
® |bukota Kelurahan

BATAS ADMINISTRASI :
~—--=Batas Kabupaten/Kota
—=Balas Kecamatan
~.-Batas Desa/Kelurahan

PERAIRAN :

Sungai
7 Garis Pantai

JARINGAN TRANSPORTASI :

SISTEM JARINGAN JALAN :
Jaringan Jalan Nasional :

=== jalan Arter Primer
Jaringan Jalan Kota :
e Jalan Arteri Sekunder
Jalan Kolektor Primer
Jaian Lokal
Jalan Lingkungan Pnimer
Jalan Lingkungan Sekunder
Terminal Penumpang :
w= Terminal Tipe B
= Terminal Tipe C
Jaringan Jalan Kereta Api :
-=slaringan Jalur Kereta Api Antar Kota
Stasiun Kereta Api
B stasiun Penumpang

SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI LAUT :

. ambahkan sumber data len yong digunaian .

''''' Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan

~===-Alur Palayaran Umum dan P

Pelabuhan :

Surmber Data

- Peta Rupa Bumi (RBY) Badan Inf Geospasiai, Rilis Data Bulan XX Tahun XXXX
+ Citra Sateit .. . . Tabun XXXX

LI - 20

2018, No. 1308



1C -I1

-42-

2018, No0.1308

o0x e U ) o esonD s 9 1 Vo G S [~ B T
1 N E N .- E w
eAujnlueres — —
ueweey eped — — 2 | § )
o g - | y
yeymip yedep I | el g | L
m.mﬁwm. ﬂmﬂ—wﬁ - k..0\ o z..,./A.‘.. 29 ¢<._.W(E<OW¥ SN
Suens anpnns I 2 o -
eueOuUal — — > | L
ejad (epusse)) i | e ~ 200 ueyesnioy -/
i i J=EaN 1 99 ueyeinjay
ueduels}ay] — = , S ’ \ L
uerequredduad — e p \
yoyuop | | | / R \.\ M
I ] - \!_// N S
| 7 - S
- - i s v Ny
- 9 YV ueyenjay /.‘../ LA :-“.E.._S. \ 2 YV ueyeinjay
) .»..
/
{ Y
- ¥ \.\\ v/, 3 / \
N & i p \
— | NVONVYILIN - N / | 7
— i 1 VA ) e
- - — * 1 / | evvueyeny o S
, /,, N / (] ~
H Nooos { /88 NVLVWVOIN
z / / i 1 v ueyeinioy 4
. . | m ides? _ i /
s e || / " B SN
seeniEREE T : > e
—— ) 3 i
0005 LYIVHS “ T 2 ﬂ.\.\! —
uuY dMe // /
NVMINLSIT3N/IO¥INI NVONINVI dd N3Lvdnavi & L
VNVON3Y vi3d .. /
8£0Z - 8102 NNHVL 0
¥Y ViON
ONVNY VIVL 1IVLI3A0 VNVONIY
1402 NV KON VO VN4 8 ks L
Y VLOM HVYININAWId (o] | | [eoes s

Sueny ejod euedusy ejad uep Fueny InjYnijs euedousay elad Isensnil yojyuod
1°I wesrdure]



2018, No. 1308

_43-

-1l

Sueny ejod euroUIY BIOJ Uep Sueny INJYNIS LUBIUIY e}od ISeIIsn|l Joiuo)
1°1 vexrdure]



2018, No.1308 _a4.-

Lampiran 1.1
Contoh Hlustrasi Peta Rencana Struktur Ruang dan Peta Rencana Pola Ruang

KETERANGAN :

IBUKOTA PEMERINTAHAN :
@ Ibukota Kabupaten
Ibukota Kecamatan
® |bukota Kelurahan
BATAS ADMINISTRASI :
-++=Batas Kabupaten/Kota
—-=Batas Kecamatan
~--Batas Desa/Kelurahan
PERAIRAN :

77 Garis Pantal

SISTEM JARINGAN ENERGI/KELISTRIKAN :

Jaringan Penyaluran Ketenagalistrikan :

w»-Saluran Udara Tegangan Ekstra Tingg! (SUTET)
- Saluran Udara T Meneagahi (SUTM)

Udara Tegangan R (SUTR)

Gardu Listrik :

% Gardu Induk

*  Gardu Distribusi

*  Gardu Hubung

Sal

Sumbet Data

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBY) Badan Informasi Geospasial, Rilis Oata Bulan XX Tahun X00(X
- Citra Satedt . . , Taun XXX

. tambahkan sumber data lain yang digunakan

LI -22
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Lampiran I.1
Contoh Hustrasi Peta Rencana Strultur Ruang dan Peta Rencana Pola Ruang

KETERANGAN :

IBUKOTA PEMERINTAHAN :
@ Ihukots Kabupaten
Ibuketa Kecamatan
® bukota Kelurahan
BATAS ADMINISTRASI :
=== Batas KabupatenKota
—--=Batas Kecamatan
- -Batas DesaKalurahan

PERAIRAN :
"~ Garis Pantai
SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI :
===~ Jaringan Serat Optik
Jaringan Peningkatan Pelayanan
BTS
B Kotak Pembagi

£ Rumah Kabel

m STO
Surbes Data
- Peta Rupa Bumi Indonesia {RBI) Badan Informasl Geospasial, Rilis Data Bulan XX Tahun )00
- Citra Sareit .. |  Tahin KIGCK

. tambahkan sumber data lain yang digunaian .

LI - 25
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Lampiran I.1
Contoh Hustrasi Peta Rencana Strultur Ruang dan Peta Rencana Pola Ruang

KETERANGAN :

IBUKOTA PEMERINTAHAN :
@ Ibukota Kabupaten
Ibukota Kecamatan
® |bukota Kelurahan

BATAS ADMINISTRASI :
~--=Halas KabupatenKota
= Batas Kocamatan
—---Balas Desa/Kelurahan

PERAIRAN :
Garis Pantai

SISTEM JARINGAN AIR MINUM :
Jaringan Perpipaan :
Jaringan Pipa Transmisi
-—Pipa Unit Distribusi

Jaringan Non-Perpipaan :
Bak Penampungan Alr Hujan
Sumur Pompa
Sumur Dangkal

Sumber Data
- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Badan Informas| Gecspasial, Rilis Data Bulsn )0 Tahun }000
- Citra Sateit .. ... .. . Tahun 00K

. Eambahkin surnber data ain yaeg digunatan .
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Lampiran I.1
Contoh Hustrasi Peta Rencana Strultur Ruang dan Peta Rencana Pola Ruang

KETERANGAN :

IBUKOTA PEMERINTAHAN :
@ Ibukota Kabupaten

Ibukota Kecamatan
® |bukota Kelurahan

BATAS ADMINISTRASI :
—-«=Baias Kabupaten'koia
— = Batas Kecamatan

—.---Batas Desa'Melurahan

PERAIRAN :
7 Garig Pantal

SISTEM JARINGAN DRAINASE :
e Saluran Primer
Saluran Sekundar
“Saluran Tersier
Saluran Lokal
& HKolam Retensi
Polder

Sumger Data

« Peta Rupa Bumi indonesia {RBI) Badan Informasi Geospasial, Rilis Data Bulan )0 Tahun X000
= Glira Saiedt . . , Tahun XI0(K

. ... ambahkan sumber data lan yang digunakan

LI -31



-54-

2018, No.1308

ce 11

elunfuees
uewrerey eped
yeyrp yedep
sepaf yiqa|
guens anpnns
eUROUSI

elad (epusla)
ueduelsay]
uerequredduad

yojuo)

o % |

(vl oG ay ueeroRtuag meres =
sy g

npu v - -

185015, (TvdS) WEQuI iy UEBIOROUSY WalsIS
Vel Ubmeung WS

100WRDS (TVdS) UEQUIN A UEEI0OUIY WaISIS

VBN MY NYYIOTION3d NVONHYY WALSIS

g wo

9 YV ueyeinoy

_ e = e = = = = = == == =
A

weoeoraw (W] g T ey
* NVHVINIINd VAOWNS!

* NVONVH3L3N

{1 a((:!.!:..l& SR

IR
0005 LVIVNS 'y

HYY dM8
HVEWIT ¥IV NYV10T3ON3d
VNVON3Y vi3d

dd N3LvdNavi

BEOZ - 8L0Z NNHVL

< I vy ueyeinjoy

88 NVLVNVIIM

.. .\.\.xi//
3

¥y VION
ONVNY VIVL 11V1i30 VNVON3IN
10 W o 4 I VO e ! .
§
¥Y VLOM HVLNINIWAd Jom] | | Lo

Sueny ejod euedouady elad uep Fueny InjYniys eueoudYy elad Iserysn|l yojyuod
1°I wesrdure]




2018, No. 1308

-55-

ce-TI1l

Sueny ejod euroUIY BIOJ Uep Sueny INJYNIS LUBIUIY e}od ISeIIsn|l Joiuo)
1°1 vexrdure]



2018, N0.1308 6.

Lampiran I.1
Contoh Hustrasi Peta Rencana Strultur Ruang dan Peta Rencana Pola Ruang

KETERANGAN :

IBUKOTA PEMERINTAHAN :
@ Ibukota Kabupaten
Ibukota Kecamatan
@ |bukota Kelurahan

BATAS ADMINISTRASI :
== Batas Kabupatenioa
— = Balas Kecamatan
—---Balas Desal/Keturahan

PERAIRAN :
77 Garis Pantai

SISTEM JARINGAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH :
Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Setempat :
L Subsstem Pengolahan Tinja
Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Terpusat :
« Pipa Induk
Fipa Tinja
Insialas Pengelofaan Air Limbah (IPAL)

Surmber Data
- Pota Rupa Bumi Indonesia (RBE) Badan informas| Geospasial, Rilis Data Butan XX Tahun )00
- Citra Sateil. . . . Tahun KI0CK

. iambahkan sumber data lsin yang digunakan
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Lampiran 1.1

KETERANGAN :

IBUKOTA PEMERINTAHAN :
@ Ibukota Kabupaten
Ibukota Kecamatan
® Ibukota Kecamatan

SISTEM JARINGAN JALAN :
Jaringan Jalan Nasional :
=== Jalam Arteri Primer
=== Jalam Kolektor Primer

PERAIRAN
Sungai

Garis Panta:

Rencana Pola Ruang
Kawasan Lindung

P gan K di y
i

Perlindungan Setempat

[ sempadan Pantai

[[7] sempadan Sungai

[  zona Sekitar waduk

Kawasan Budidaya

Perumahan

[[]  Perumanan kepadatan Rendan

- Pe h K d S

BATAS ADMINISTRASI :
—--= Batas Kabupaten/Kota

—= Batas Kecamatan

Jaringan Jalan Kota :

e Jalan Arteri Sekunder
Jalan Lokal
Jalan Lingkungan Primer
Jalan Lingkungan Sekunder

Ruang Terbuka Hijau
B Huten Kota
- Taman Kota
- Pemakaman

Sarana Pelayanan Umum

Bl seuscnkon

Perdagangan dan Jasa

o
B swow
[] skasswswe

Perkantoran

[ -

Industri
- Kawasan Industri

E Sentra Industn Kecil Menengah

[ skatakeiurahon

Peruntukan Lainnya
[:] Pertanian
B veen
B e
Bl coru induk
[] Panwisata

e
P Mg Dams wommeses (S23) Dadon biormos Desspessl Rin Dot Suter 1X Yywe X000

- G Sami Tavan 00K
Iarenbka wrsber 24 s yeg dganse
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Contoh Hustrasi Peta Rencana Struktur Ruang dan Peta Rencana Pola Ruang

-62-

Lampiran L1

KETERANGAN :

IBUKOTA PEMERINTAHAN :
@ Ibukota Kabupaten
Ibukota Kecamatan
* Ibukota Kecamatan

SISTEM JARINGAN JALAN :
Jaringan Jalan Nasional :
=== Jalan Arteri Primer
=== Jalan Kolekior Primer

PERAIRAN

Sungal

Garis Pantai
Rencana Pola Ruang

Kawasan Lindung

Perlindungan Kawasan di Bawahnya
_ RA | Resapan Air
Perlindungan Setempat

S§ I Sempadan Sungai
Kawasan Budidaya

Perumahan

BATAS ADMINISTRASI :
== Batas Kabupaten/Kota

—-= Batas Kecamatan

Jaringan Jalan Kota :

s Jalan Arteri Sekunder
Jalan Lokal
Jalan Lingkungan Primer
Jalan Lingkungan Sekunder

Ruang Terbuka Hijau

[RTHZ  Taman Kota
Em Pemakaman

Sarana Pelayanan Umum

- Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi - SPU Skala Kota

m Perumahan Kepadatan Tinggi
- Perumahan Kepadatan Sedang

LR{ Perumahan Kepadatan Rendah

Perdagangan dan Jasa

Bl skaakoa
[K2 | skalaBwp

| K3 | Skala Sub BWP

Perkantoran
- Perkantoran

Teknik Pengaturan Zonasi
wxa TPZTOR

woch: TPZ Bonus Zoning
ooe: TPZ Conattional Uses
wod: TRPZ Up Zoning

L‘QPU! Skala Kecamatan
[SPU3|  skaia Keturanan

Peruntukan Lainnya
PL1| Pertanian

B oon

PLI3 : Pariwisata

Serbe Cte
et s Bt Indormenss (53] Bades forvam Campaniad Qs et Buise XX Tivas SO

Gtia Suse  Towe 000
\avbabian scrbes Gota i yoeg 90
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Lampiran L1
Contoh Hustrasi Peta Rencana Struktur Ruang dan Peta Rencana Pola Ruang

KETERANGAN :

IBUKOTA PEMERINTAHAN :
@ Ibukota Kabupaten
Ibukota Kecamatan
* Ibukota Kecamatan

SISTEM JARINGAN JALAN :
Jaringan Jalan Nasional :
=== Jalan Arteri Primer
=== Jalan Kolekior Primer

PERAIRAN

Sungal

Garis Pantai
Rencana Pola Ruang

Kawasan Lindung

Perlindungan Kawasan di Bawahnya
_ RA | Resapan Air
Perlindungan Setempat

S§ I Sempadan Sungai
Kawasan Budidaya

Perumahan

m Perumahan Kepadatan Tinggi
- Perumahan Kepadatan Sedang

LR{ Perumahan Kepadatan Rendah

Perdagangan dan Jasa

Bl skaakoa
[K2 | skalaBwp

| K3 | Skala Sub BWP

Perkantoran
- Perkantoran

Teknik Pengaturan Zonasi
wxa TPZTOR

woch: TPZ Bonus Zoning
ooe: TPZ Conattional Uses
wod: TRPZ Up Zoning

BATAS ADMINISTRASI :
== Batas Kabupaten/Kota

—-= Batas Kecamatan

Jaringan Jalan Kota :

s Jalan Arteri Sekunder
Jalan Lokal
Jalan Lingkungan Primer
Jalan Lingkungan Sekunder

Ruang Terbuka Hijau

[RTHZ  Taman Kota
Em Pemakaman

Sarana Pelayanan Umum

- Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi - SPU Skala Kota

L‘QPU! Skala Kecamatan
[SPU3|  skaia Keturanan

Peruntukan Lainnya
PL1| Pertanian

B oon

PLI3 : Pariwisata

Gtia Suse  Towe 000
\avbabian scrbes Gota i yoeg 90

Serbe Cte
et s Bt Indormenss (53] Bades forvam Campaniad Qs et Buise XX Tivas SO
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